PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3¢ TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Adminitrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN), perlu adanya uraian tugas
sebagai pedoman untuk melaksanakan Pelayanan
Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten
Bengkalis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten
Bengkalis; '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 235);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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. Undang- Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
" Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal =~
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
- Nomor 4585); S ‘

. f?'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan‘ 2
~Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 -
~ Nomor " 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :
: _lIndones1a Nomor 5038); . :

.:‘:\tUndang-Undang, Nomor : 1-2.. Tahun  201 1 ten'tangif:»
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . Nomor 82,
“Tambahan - Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor -
5234); | | |

. ,Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang '
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
" Pemerintahan  Daerah (Lembaran - Negara Republik -
Indonesia Tahun’ 2005 - Nomor 165, Tambahan Lembaran :
: ’Negara Repubhk Indonesia Nomor 8593) : '

. ;Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara‘

v 'Repubhk Indonesia Nomor 4737)

.I‘Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangk ‘-

. Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik -

' Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

: Negara Repubhk Indones1a Nomor 4741);

10.1

“Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2008 tentang ‘
. Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
12008 ‘Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republlk
‘j,Indonesm Nomor 4826), ' ‘ :
" 11.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 24 Tahun 2006
~-.tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
- Satu Pmtu o : o ’

.’:Peraturan ‘Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 2010

" tentang Pedoman _Pelayanan Adm1n1stra51 Terpadu,

13, K
2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi

Kecamatan;

Keputusan Menten Dalam Negerl Nomor 138-270 Tahun -

B Terpadu Kecamatan (PATEN),

14

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomof; 07‘

,;Tahun 2008 tentang  Penyelenggaraan  Urusan
- Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran
~ Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
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e ‘f;15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Nomor 09

~“Tahun 2008 tentang Orgamsa31 dan Tata Kerja Kecamatan'

~dan ‘Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs

Tahun 2008 Nomor 09);

o ‘:?"'\16:._‘Peraturan Bupatl Bengkahs Nomor 58 Tahun 2013 tentang

s ,{Me‘rﬂictapkah«;: ‘
. . PELAKSANA _ PELAYANAN ‘ ADMINISTRASI .~ TERPADU

-~ Pelimpahan Wewenang Rincian Urusan Wajlb dan Rincian
~Urusan' Pilihan Bidang Urusan Kewenangan Pemermtah‘
.. Kabupaten  Bengkalis' Kepada Badan Penanaman Modal

: "l«;““k';'dan Pelayanan Perlzman Terpadu dan Kecamatan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG URAIAN TUGAS

i ;L‘KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

?ijalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

S '£_1f._" iDaerah adalah Kabupaten Bengkahs

2 “Pemerlntah Daerah adalah Bupatl Bengkahs ‘beserta

- Perangkat. Daerah sebagal : Unsur' -~ Penyelenggara

o _Pemerlntahan Daerah

1 3 : Bupat1 adalah Bupatl Bengkahs

4, 'Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten

L Bengkahs

5 : Pejabat adalah Camat , sebagal Perangkat _‘ Daerah

Kabupaten Bengkahs

6 Kecamatan adalah w11ayah kerja Camat sebagal Perangkat
B Daerah Kabupaten Bengkahs

7 ,Camat adalah pemlmpm dan koordlnator penyelenggaraan

pemermtahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
‘pelaksanaan = tugasnya ‘memperoleh - pehmpahan

. kewenangan: pemermtahan dari Bupati untuk menangani

sebagian ‘urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
e ‘tugas umum pemerlntahan

8 ‘Sekretans Kecamatan adalah penyelenggara Adm1n1stra31

.’ercamatan dan dalam melaksanakan tugasnya

fbertanggung]awab kepada Camat

3 9 ‘Kepala Seksi - dalam penyelenggaraan PATEN adalah

L Penyelenggaraan _Teknis. Pelayanan R Adm1n1stras1'
- Kecamatan yang ditunjuk Camat dan dalam melaksanakan
; tugasnya bertanggung]awab kepada Camat
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Pelayanan Admlnlstra31 Terpadu Kecamatan selan_]utnya B
- disingkat PATEN - ‘adalah- penyelenggara pelayanan publik .

Codi kecamatan- dar1 tahap permohonan sampai ke tahap
- terbitnya dokumen dalam satu tempat :

*Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan -

. 'sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi 31mpu1

L .?ij““,";bagl kantor/ badan pelayanan terpadu di Kabupaten

“ .'1'2"."<PA’I‘EN mempunyal tuJuan untuk memngkatkan kuahtas’ o |

- fdan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB II |
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN R

Pasal 2

. ’PeJabat Penyelenggara PATEN terd1r1 atas;'

al Camat S : :
Ty b Sekretarls Kecamatan, dan ‘

c. Kepala Seks1

BAB III
URAIAN TUGAS

Pasal 3

Camat sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah o

L -jpenanggung Jawab penyelenggara PATEN

Pasal 4

L Camat sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf a.
R -mempunyal tugas = : '

jmem1mp1n mengkoordlmr ‘dan - mengendalikan :

s ‘lv.penyelenggaraan PATEN

S b menylapkan rencana anggaran dan blaya

W

_pasal 2 ‘huruf ‘b, mempunyal ’ tugas - melakukan

menetapkan pelaksanaan tekms dan

mempertanggung]awabkan klner_]a PATEN kepada Bupat1 : ~
e ;melalu1 Sekretarls Daerah ,

' . Pasal 5

vSekret‘aris Kecamatan s'eBa'gai'mén'a " dimaksud dalam

; “"penatausahaan admlmstra31 PATEN



: Sékfetarls “T%Kecamatan sebagamana' dimaksud * dalam
~pasal 2 . huruf ° b, ' adalah penanggung]awab‘

kesekretanatan / ketatausahaan penyelenggaraan PATEN

Sekretarls Kecamatan mengoreks1 dan ‘memaraf surat,
selanjutnya diserahkan ke Camat untuk dltandatangam

”*";i?’*'Jlka tidak ada’ Sekretans Kecamatan d1gant1 oleh salah

o

. “ satu Kepala Sek81
4
- _i;:f(l) bertanggung]awab kepada Camat

Sekretarls Kecarnatan sebagalmana dlmaksud pada ayat

Pasal 6

Kepala Sek31 yang memb1dang1 pelayanan admlnlstras1

«__,sebagalmana dimaksud.dalam pasal 2 huruf c mempunyal

jf::“‘tugas melaksanakan teknls pelayanan

@

Kepala - Seks1 yang membldangl pelayanan mempelajarl

- berkas dan melakukan validasi, selanjutnya dlserahkan ke

@)
-+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertanggung
SR Jawab kepada Camat

i operator komputer untuk d1ket1k

g;}f,_,,(3) ‘Kepala Seks1 yang memb1dang1 pelayanan mengoreks1 dan

* memaraf surat. Selanjutnya surat: dllanjutkan ke Sekcam

Kepala Seksi* yang memb1dang1 pelayanan adm1n1stra51

Pasal 7

. :"‘?':,‘Q‘Pejabat penyelenggara PATEN sebagalmana dlmaksud dalam
... Pasal 2 melakukan pengelolaan layanan secara. transparan

_ «dan akuntabel

BAB IV

PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- ;‘Pelaksana teknls PATEN mehput1
Ca ‘;._;petugas 1nforma31
i petugas Toket / penemma berkas,
:fkl petugas operator kornputer
petugas pemegang kas dan

jpetugas laln sesua1 kebutuhan




(1) Pelaksana Tekms sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8

Pasal 9

-~ adalah Pegawai Negerl Slpll dan atau pegawa1 tldak tetap d1 -
‘_Kecamatan e . s

(2) Penetapan pelaksana teknls sebagalmana dlmaksud dalam

~Pasal 9 ayat (1) dltetapkan oleh Camat.

o (3) "'Persoml pelaksana Teknis sebagalmana dlmaksud dalam," |

' Pasal 9 ayat (1) terdiri, dari :

. a.

petugas 1nforrnas1 (dua) orang atau dlsesualkan'

e dengan kebutuhan

0
. orang/4 (empat) loket atau dlsesualkan dengan kOI‘ldlSl
_ daerah Kecamatan ; .

ea

petugas loket/ penerlma berkas mak31ma1 4 ( empét). -

. petugas operator komputer, maks1mal 2 (dua) orang, .
diperlukan cadangan b11a yang d1tunJuk berhalangan SRS
~hadir; : L : : L

petugas pemegang kas 1 (satu) orang

Pas_al 10 ke

S (1) kP'etuga:s Iriforrriasi"r'rlempunyai tugas‘r"

-menyapa warga dan memberlkan 1nformas1 kepada

. warga masyarakat;

b.

'menyapa pemohon yang datang dan memberltahukan
,»;kelengkapan syarat ‘ . :

memlnta warga menglsl buku tamu

bila warga akan mengurus surat dlpersﬂakan ke loket/ - |

~meja pelayanan

. bila warga akan ketemu Camat Sekcarn Kepala Seks1

atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus maka

diantarkan ke ruang/ meja yang bersangkutan. Apabila

 .yang bersangkutan tidak ada -di- tempat atau S1buk'

dlpersﬂakan menunggu di ruang tunggu, .

“membawa surat yang telah d1proses di loket/ meja
- pelayanan: untuk d1paraf oleh Kepala Seksi dan Sekcam

- serta membawa ke Camat  untuk d1tandatangan1

Setelah semua selesa1 dlkembahkan ke loket/ me_]a

o : pelayanan

. ,memperbaharm semua 1nformas1 di papan 1nformas1
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(2) Petugas loket/ Penerlma Berkas

Sy
-~ pelayanan yang dlajukan warga: masyarakat

b,

menyapa. . warga dan memenksa berkas persyaratan

.menyampalkan penjelasan kepada. Warga masyarakat
‘bila ada berkas yang belum lengkap; o

.'memerlksa/ melakukan} ‘ Verlfikas1 berkas dan
'pertlmbangan administrasi; ' o
. Jlka ‘tidak  lengkap berkas: —dikembalikan : 'kepada _
-~ pemohon untuk -dilengkapi, jika persyaratan lengkap

maka berkas dilanjutkan ke Kepala Sek31 yang

~ membidangi- pelayanan untuk d1va11das1

menyerahkan hasﬂ pengurusan ke masyarakat apablla

- telah selesai;

mengagendakan surat masuk dan keluar

menyusun berkas surat masuk dan keluar di meJa/

- loket pelayanan

. h
‘ (3) ;Petugas Operator Komputer

S a.

bertanggung _]awab terhadap ar81p PATEN

memasukkan (melakukan 1nput) data warga pengguna

T e pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohon;

mencetak surat atau rekomendas1 yang d1mohonkan

. oleh warga masyarakat

mengurnpulkan data—data yang dlperlukan dalam
database. kecamatan B

. memasukkan data- data yang dlperlukan dalam format

- database PATEN;

. memperbaharul perkembangan data kecamatan dan -
8 pelayanan publlk ' : :

mengamankan data yang sudah terkumpul (back up)r

. database ke dalam media penylmpanan atau komputer B

lalnnya secara berkala.

(4) Petugas Pemegang Kas:

a.

b.
. tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat
, penerlma pelayanan .

berperan sebag1 kas1r di loket/ meja pelayanan

menerima pembayaran tar1f pelayanan dan memberlkan

. _membukukan set1ap uang yang masuk dan keluar dar1
'skloket/ meja pelayanan ‘ SR .

.-rnenyusun laporan keuangan secara berkala




Pasal 1 1

i ;Sarana dan prasarana PATEN mehputl

o ; floket/ meJa pendaftaran

o

. .»tempat pemprosesan berkas

| ‘tempat pembayaran

9—:@5 0l

’ tempat penyerahan dokumen

| tempat pengelolaan data dan 1nforrnas1,
‘tempat penanganan pengaduan

i tempat plket

. ruang tunggu, dan

P H= o

,‘per_angkat pendukung‘lamnya
BAB v

o PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

g

Pasal 12

‘ (1) ' Blaya penyelenggaraan PATEN dlbebankan pada Anggaran
5 vPendapatan dan Belanja Daerah;.

~ . (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagalmana dlmaksud
"~ pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terplsahkan
... darirencana kerja dan ‘anggaran Kecamatan.
. (3) Dalam penyelenggaraan PATEN. menghasﬂkan penerlmaan
. wajib melakukan ‘penyetoran’- melalui mekanisme dan
o ketentuan perlzlnan / non perlzman yang berlaku

7; BAB VI
o KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 13
ABagan Alur Pelayanan Non Perlzman dan Bagan Alur
,Pelayanan Perizinan, 'sebagalmana “tercantum ' dalam

~ Lampiran I dan Lamp1ran II- merupakan baglan yang tldak
e terplsahkan darl Peraturan Bupat1 1n1




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Mei 2014

;’{BUPATI LIs. Y-

H. HERIAYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Bl HANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 36




